
Publik A, Jurnal Ilmu Admistrasi Publik 
  https://jurmafis.untan.ac.id  

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN 

ANGKUTAN BUS DI KABUPATEN SANGGAU 

Oleh : 

RIVALDO CAHYA RAHMAWAN1*
 

NIM : E1011171066 
Yulius Yohanes2*, Bima Sujendra.2* 

Email : rivaldo20@student.untan.ac.id 
 

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. 

2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Tanjungpura Pontianak. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan penertiban angkutan 

bus pada Seksi Angkutan Jalan dan Termial trayek Sanggau – Pontianak di Terminal Bus Sanggau 

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan teori Hasibuan (2011,244) yang terdiri dari 

pengawasan langsung yaitu inspeksi langsung, 2) Pengamatan di lapangan, 3) Laporan di lapangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan peranan pengawasan oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban 
angkutan bus di Kabupaten Sanggau. 1) Pengawasan dengan teknik inspeksi langsung belum optimal 

karena pengemudi angkutan bus tetap melanggar peraturan yang telah berlaku meskipun mengetahui 

mengenai peraturan tersebut. 2) Pengamatan di lapangan tidak optimal disebabkan Dinas 
Perhubungan memilki kendala kekurangan personil yang dibutuhkan untuk kegiatan turun di 

lapangan. 3) Teknik laporan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan 

baik dibuktikan dengan pembuatan laporan dari pegawai pengawas, petugas terminal, kepala seksi  

dan kepala bidang. Saran terkait penelitian ini adalah Dinas Perhubungan diharapkan dapat 
menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa untuk tidak menunggu 

angkutan bus di tempat selain halte dan terminal. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau 

untuk lebih tegas dan melakukan penindakan terhadap angkutan bus yang tidak memenuhi standar 
kelaikan jalan serta dapat lebih optimal melakukan pengawasan dalam penertiban angkutan bus yang 

menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat selain halte dan terminal. 

Kata Kunci: Pengawasan, Penertiban, Angkutan Bus, Sumber Daya Manusia 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 

Pembangunan dan pengembangan 

Kota Sanggau adalah salah satunya 

terwujud melalui kegiatan yang adanya 

pemusatan dan penyebaran lokasi seperti 

pasar, perumahan, perkantoran, rumah 

sakit dan sekolah. Pertumbuhan penduduk 

dan pertumbuhan ekonomi memicu 

terjadinya arus urbanisasi sehinga secara 

tidak langsung menambah kebutuhan 

masyarakat akan jasa transportasi. 

Aktifitas masyarakat perlu ditunjang 

dengan adanya sarana transportasi umum 

yang memadai. Sehingga memudahkan 

mobilitas masyarakat itu sendiri. 

Peningkatan transportasi perlu di 

perhatikan terutama bagi tranportasi darat 

di wilayah perkotaan. Sistem 

pengangkutan atau transportasi perlu ditata 

dan secara terus menerus disempurnakan 

sehingga menjamin kesejahteraan 

masyarakat. 

Kabupaten Sanggau merupakan satu 

daerah yang terletak di tengah-tengah dan 

berada di bagian utara provinsi Kalimantan 

Barat. Dalam rangka menunjang kegiatan 

perdagangan dan mobilitas masyarakat 

hilir dan mudik, maka memerlukan 

jaringan transportasi yang terintegrasi 

dengan sistem jaringan jalan antar kota 

sehingga transportasi dapat berfungsi 

dengan baik melayani aktifitas masyarakat. 

Agar transportasi dapat berjalan baik maka 

harus dilakukan koordinasi perencanaan 

serta pelaksanaan transportasi secara 

terpadu. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2014, Mobil bus adalah 

kendaraan bermotor Angkutan orang yang 

memilki tempat duduk lebih dari 8 

(delapan) orang. Sebagai menunjang 

kegiatan perdagangan dan mobilitas 

masyarakat hilir dan mudik maka 

dibutuhkan sarana tranportasi publik, 

termasuk Bus AKDP (Angkutan Kota 

Dalam Provinsi) dan ANGDES (Angkutan 

Desa). Kecamatan Kapuas merupakan 

salah satu kecamatan di Kabupaten 

Sanggau yang memiliki terminal bus, jenis 

angkutan yang beroperasi di terminal Bus 

Sanggau Kecamatan Kapuas adalah Bus 

AKDP dan Bus Angdes. 

Terdapat 13 unit angkutan Bus yang 

terbagi menjadi 7 unit Bus Angdes dan 6 

Unit Bus AKDP. Sebanyak 5 Unit Bus 

AKDP dengan Rute Trayek Sanggau - 

Pontianak dan 1 Unit Bus AKDP dengan 

rute Sintang. Bus AKDP merupakan 

sarana transportasi penting, penunjang 

mobilitas masyarakat hilir dan mudik. 

Menghubungkan wilayah strategis 
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provinsi, sehingga masyarakat pengguna 

jasa bus AKDP cukup banyak 

dibandingkan bus Angdes. 

Menurut Peraturan Bupati Nomor 10 

Tahun 2021 Seksi Angkutan Jalan dan 

Terminal mempunyai tugas penyiapan dan 

penyusunan bahan perumusan, koordinasi, 

pembinaan, faslitasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang 

meliputi penertiban izin penyelenggaraan 

angkutan orang dalam trayek perdesaan 

dan perkotaan dalam 1 daerah Kabupaten. 

Terdapat indikasi masalah bahwa angkutan 

bus sebagai salah satu angkutan umum 

melakukan pelanggaran ketertiban lalu 

lintas. Seksi lalulintas angkutan jalan dan 

terminal bertugas sebagai otoritas yang 

melakukan penertiban izin 

penyelenggaraan angkutan orang dalam 

trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 

daerah kabupaten. 

Sebagaimana disebutkan dalam 

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun  2019, 

Pasal 96 Ayat 3 bahwa Petugas 

Pengawasan atas Kepatuhan Angkutan 

Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum adalah Petugas Terminal dan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terminal 

dan   Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil di 

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Angkutan bus memiliki peran penting, 

tetapi di lain pihak keberadaan angkutan 

umum seperti bus sering kali mengundang 

bahaya dan melanggar ketertiban lalu 

lintas. Seperti menaikan dan menurunkan 

penumpang di sembarang tempat, di 

daerah pasar dan di persimpangan jalan, 

yang seharusnya agkutan bus menaikkan 

dan menurunkan penumpang di tempat 

seperti halte dan terminal. 

Menurut PERDA Kabuapten Sanggau 

NO 15 TAHUN 2017 tentang ketertiban 

umum. Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa 

Setiap Pengemudi Kendaraan Angkutan 

umum dan Angkutan barang wajib, 

Menunggu, menaikkan dan/ atau 

menurunkan orang dan / atau barang pada 

tempat pemberhentian yang telah 

ditentukan, kecuali ditentutkan lain oleh 

peraturan perundang-undangan. Selain 

daripada itu pada pasal 6 Ayat 2 di 

sebutkan bahwa Pengemudi kendaraan 

umum dilarang, menaikkan dan 

menurunkan penumpang di luar tempat 

yang telah di tetapkan; dan/atau  

menaikkan dan menurunkan serta 

membawa penumpang di luar izin trayek 

yang telah di tetapkan. Semakin diperjelas 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
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2019, Pasal 38 ayat 1 dan 2. Bahwa, 

Angkutan orang dengan kendaraan 

bermotor umum dalam trayek wajib 

menaikan dan menurunkan penumpang 

pada tempat yang ditentukan untuk 

angkutan perkotaan dan angkutan 

pedesaan. Tempat yang ditentukan adalah 

terminl, halte dan rambu pemberhentian 

kendaraan bermotor umum. 

Beberapa angkutan bus juga tidak 

memenuhi laik jalan sehingga dapat 

membahayakan pengguna transportasi bus 

dan juga pengguna jalan yang lainnya. Bus 

yang tidak laik jalan ini diantarnya dapat 

dilihat dari penggunaan kaca yang tidak 

standar, badan bus yang kebanyakan 

kropos, kaca lampu yang tidak asli, lampu 

sen yang mati atau wiper yang rusak serta 

tidak adanya sabuk pengaman bagi 

pengemudi. Selain dari kelaikan jalan 

Angkutan bus, tidak lengkapnya unsur 

administrasi pengemudi bus juga 

memerlukan perhatian, pemeriksaan 

terhadap unsur administrasi yang telah 

dilaksankan terhadap 16 kendaran 

angkutan umum terlihat bahwa masih 

banyak angkutan umum yang tidak 

melengkapi unsur administrasi pada saat 

kendaraan beroperasional. 

Kartu Pengawasan (KP) merupakan 

bukti pengawasan dari Dinas Perhubungan 

atas kendaraan yang beroperasional. Kartu 

Pengawasan digunakan sebagai syarat 

beroperasinya kendaraan angkutan umum, 

wajib diperpanjang setiap setahun sekali. 

Tetapi pada kenyataannya masih terdapat 

beberapa pengemudi yang Kartu 

Pengawasannya sudah tidak berlaku masih 

tetap beroperasional, atau dapat diartikan 

bahwa angkutan umum tersebut belum 

pernah diawasi sejak terakhir masa kartu 

pengawasannya berlaku. 

Permasalahan yang disebabkan oleh 

angkutan umum seperti bus tersebut perlu 

menjadi perhatian. Karena, apabila 

angkutan bus tidak memenuhi aturan yang 

berlaku akan sangat berbahaya bagi 

masyarakat sebagai pengguna jasa 

angkutan Bus. Sudah menjadi kewajiban 

pemerintah dalam menyelenggarakan 

sistem transportasi yang nyaman dan aman 

serta tidak merugikan masyarakat. 

2. Identifikasi Masalah 

 

Berlandaskan latar belakang masalah 

yang telah di kemukan diatas, maka 

identifikasi masalah dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Menaikkan dan menurunkan 

penumpang tidak pada tempat yang 

ditetapkan. 

2. Masih terdapat bus yang tidak memilki 
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kelengkapan jalan sehingga tidak laik 

jalan. 

3. Masih adanya pengemudi bus yang 

tidak memilki kelengkapan administrasi 

seperti tanda Uji Kelaikan/buku KIR 

yang telah mati dan KP yang tidak 

diperpanjang. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan serta dengan 

melihat indentifikasi masalah serta melihat 

focus masalah, maka dari itu peneliti 

menetepakan rumusan masalah penelitian 

ini yaitu “Bagaimana Pengawasan Seksi 

Angkutan Jalan dan Terminal Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sanggau dalam 

Penertiban Angkutan Bus (AKDP) Trayek 

Sanggau – Pontianak Di Terminal Bus 

Sanggau Kecamatan Kapuas ? 

4. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menajdi tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetaui dan 

menganalisis fungsi Pengawasan 

Penertiban Angkutan Bus (AKDP) Pada 

Seksi Angkutan Jalan dan  Terminal 

Trayek Sanggau – Pontianak di Terminal 

Bus Sanggau Kecamatan Kapuas 

Kabupaten Sanggau terkait pengawasan 

langsung, pengamatan di  lapangan, 

laporan di lapangan. 

5. Manfaat Penelitian 

Manfaaat teoritis yang di harapakan 

dalam penelitian ini ialah dapat berguna 

bagi pengembangan konsep ilmu 

administrasi publik yang berkaitan dengan 

mata kuliah manajemen transportasi, yang 

mengkaji tentang Pengawasan Dinas 

Perhubungan dalam Penertiban Angkutan 

Bus. Manfaat praktis, bagi Dinas 

Perhubungan penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi landasan pemikiran sebagai 

bahan pertimbangan dalam upaya 

penertiban angkutan umum khususnya 

Bus. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi informasi dan dijadikan referensi 

bagi pengemudi untuk meningkatkan 

pelayanan dan mematuhi peraturan. serta 

menjadi referensi dan masukan bagi 

peneliti ;ain,khsususnya para peneliti yang 

akan melakukan penelitian di bidang 

transportasi umum. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan merupakan pengukuran 

dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja 

bawahan, agar rencana – rencana yang 

telah dibuat untuk mencapai tujuan – 

tujuan rapat terselenggara. Pengertian dari 

pengawasan diungkapkan oleh Manullang 

dalam bukunya yang berjudul “Dasar- 

Dasar Manajemen” yang mengatakan 

bahwa “pengawasan merupakan suatu 

proses untuk menetapkan suatu pekerjan 
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apa yang dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksi bila perlu dengan maksud agar 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula” (Manullang,2006:16). 

Konsep pengawasan dalam 

pelaksanaannya ialah menetapkan tujuan, 

melakukan evaluasi dan melakukan 

perubahan dan tindakan-tindakan korektif 

apabila diperlukan agar sesuai dengan 

sasaran. Menurut G.R. Terry (dalam 

hasibuan 2011, 242) pengawasan dapat 

didefinisikan sebagai proses penentuan apa 

yang harus dicapai yaitu standar, apa yang 

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, 

menilai pelaksanaan dan apabila perlu 

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu 

selaras dengan standar. Berdasarkan 

definisi-definisi yang dikemukakan diatas 

maka pengawasan dapat diartikan sebagai 

suatu proses menerapkan pekerjaan yang 

sudah Lebih lanjut menurut Sujamto 

pengertian pengawasan ini berasal dari 

kata awas, yang berarti “mampu 

mengetahui secara cermat dan seksama”. 

Jadi tujuan pengawasan tidak lain 

hanyalah untuk mengetahui (secara cermat 

dan seksama) kenyataanya yang 

sebenarnya dari apa yang diawasi itu 

dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu 

mengoreksi dengan maksud agar pekerjaan 

berjalan sesuai rencana semula. Jika tanpa 

ada pengawasan, maka setiap kegiatan 

yang ada akan sulit mengalami 

keberhasilan dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah direncanakan 

sebelumnya. Dengan melakukan 

pengawasan maka penyimpangan, 

kesalahan, atau masalah apapun yang 

terjadi dalam setiap kegiatan dapat 

diminimalisir serta diatasi secara 

maksimal, baik itu secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

Menurut (Kartono 2016,81) Semua 

pekerjaan yang diberikan dari pimpinan 

kepada bawahannya agar terjamin dapat 

berjalan sesuai dengan rencana, maka 

seorang pemimpin tersebut harus memiiki 

kemampuan dalam memandu, menuntut, 

membimbing, memotivasi, mengemudikan 

organisasi, menjalin jaringan komunikasi 

yang baik, sumber pengawasan yang baik, 

serta membawa pengikutnya kepada 

sasaran yang hendak dituju sesuai 

ketentuan, waktu dan perencanaan. 

Pengawasan melekat merupakan kegiatan 

megamati, observasi menilai, 

mengarahkan pekerjaan, wewenang yang 

diserahkan oleh atasan terhadap 

bawahannya sehingga dapat diberikan 

sanksi terhadap bawahannya secara 

struktural, yang dilakukan secara kontiniu 

dan berkesinambungan. Sedangkan 

indikator pengawasan yang akan 
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dipergunakan dalalam pengukuran variabel 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Cara- 

cara mengukur pelaksanaan seperti 

kontiniu atau beberapa syarat 

melakukan pengawasan dalam suatu 

waktu seperti satu kali seminggu atau 

beberpa kali sebuan bahkan mungkin 

beberapa jam setiap hari. 

b. Memeberikan penilaian. Artinya 

memberi nilai ke setiap pekerjaan yang 

diberikan kepada bawahan, apakah 

pekerjaanyya baik atau buruk. 

c. Megadakan korektif. Tindakan koreksi 

ini dimaksudkan koreksi internal yaitu 

mengevaluasi berbagai metode 

pengawasan yang ada seperti standar 

yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu, 

memberikan sanksi kepada bawahan 

(Kartono 2016,153). 

Karena itu pengawasan harus dipandang 

sebagai suatu sistem informasi, karena 

kecepatan dan ketepatan tindakan korektif 

sebagai hasil proses pengawasan 

bergantung ada macamnya informasi yang 

diterima. 

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Terwujudnya tujuan yang 

dikendaki oleh organisasi sebenarnya tidak 

lain merupakan tujuan dari pengawasan. 

Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu 

mempunyai  tujuan  tertentu.  Oleh  karena 

itu pengawasan mutlak diperlukan dalam 

usaha pencapaian suatu tujuan. 

Rachman (dalam Situmorang dan 

Juhir 2001,22) juga mengemukakan 

tentang maksud pengawasan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah segala 

sesuatu berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah 

berjalan sesuai dengan instruksi serta 

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 

3.  Untuk mengetahui apakah kelemahan- 

kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan 

kegagalan-kegagalannya, sehingga 

dapat diadakan perubahan-perubahan 

untuk memperbaiki serta mencegah 

pengulangan kegiatan-kegiatan yang 

salah. 

4. Untuk mengetahui apakah segala 

sesuatu berjalan efisien dan apakah 

dapat diadakan perbaikan-perbaikan 

lebih lanjut, sehingga mendapat 

efisiensi yang lebih benar. 

Dari kedua pendapat di atas dapat 

dikatakan bahwa maksud dari pengawasan 

adalah untuk mengetahui pelaksaaan kerja, 

hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah 

sesuai dengan yang direncanakan atau 

tidak, serta mengukur tingkat kesalahan 

yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke 

arah yang lebih baik. Sementara berkaitan 
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dengan tujuan pengawasan, Malayu S.P 

Hasibuan (2011, 242) Mengemukakan: 

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan 

dengan sesuai ketentuan-ketentuan dari 

rencana. 

2. Melakukan tindakan perbaikan 

(corrective), jika terdapat 

penyimpangan-penyimpangan (deviasi). 

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai 

dengan rencananya. 

Pengawasan bukan hanya untuk mencari 

kesalahan – kesalahan tetapi berusaha 

untuk menghindari terjadinya kesalahan – 

kesalahan tetapi berusaha untuk 

menghindari terjadinya kesalahan – 

kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan 

sebelum proses, saat proses, dan setelah 

proses, yakni hasil akhir diketahui. Dengan 

pengendalian ini diharapkan semua unsur 

manajemen dapat terpenuhi (6M), efektif 

dan efesien. 

3. Jenis – Jenis Pengawasan 

Seorang pemimpin mempunyai 

berbagai cara dalam memastikan bahwa 

semua fungsi manjemen dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini dapat diketahui 

melalui sebuah proses kontrol atau 

pengawasan. Menurut Hasibuan (2011, 

244) ada dua jenis pengawasan yaitu 

pengawasan secara langsung dan 

pengawasan secara tidak langsung: 

1. Pengawasan langsung adalah 

pengawasan yang dialkukan pimpinan 

terhadap bawahannya, pengawasan ini 

biasanya dalam bentuk inspeksi 

langsung. Kebaikannya : 

a. Jika ada kesalahan dapat diketahui 

sedini mungkin, sehingga perbaikannya 

dilakukan dengan cepat. 

b. Akan terjadi kontak langsung antara 

bawahan dan atasan, sehingga akan 

memperdekat hubungan antara atasan 

dengan bawahannya. 

c. Akan memberikan kepuasan tersendiri 

bagi bawahan, karena merasa 

diperhatikan oleh atasannya. 

d. Akan tertampung sumbangan pikiran 

dari bawahan yang mungkin bisa 

berguna bagi kebijaksanaan 

selanjutnya. 

e. Akan dapat mengindari timbulnya 

kesan laporan “asal bapak senang” 

(ABS). 

Pengawasan secara langsung ini dapat 

dilakukan dengan cara inspeksi langsung, 

observasi di tempat (on the spot 

observation) dan laporan di tempat (on the 

spot report). 

2. Pengawasan tidak langsung adalah 

pengawasan jarak jauh, artinya dengan 

melalaui laporan yang diberikan 

bawahan. Laporan ini dapat berupa 
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lisan atau tulisan tentang pelaksanaan 

pekerjaan dan hasil-hasil yang telah 

icapai. Kebaikannya : 

a. Waktu manajer untuk mengerjakan 

tugas-tugas lainnya semakin banyak, 

misalnya perencanaan, kebijaksanaan, 

dan lainnya. 

b. Biaya pengawasan relati kecil. 

c. Memberikan kesempatan inisitai 

bawahan berkembang dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

1. Pengawasan Langsung (direct control). 

Cara  ini     digunakan  untuk 

mengamati      jalannya    kegiatan 

operasional    yang dilakukan   oleh 

petugas penylenggara secara langsung. 

Selain itu cara ini juga untuk melihat 

bagimana   petugas   menyelesaikan 

tugasnya. Informasi  yang   diperoleh 

yaitu informasi  on  the spot ( di 

lapangan)  karena  sesuai    dengan 

kejadian yang terjadi. Adapun teknik 

yang digunakan secara langsung adalah 

sebagai berikut: 

a. On the spot observation (Pengamatan di 

lapangan). 

Teknik ini merupkan pengamatan 

langsung dari manajemen untuk 

mengamati petugas operasional dalam 

menyelesaikan tugasnya. Penerapan teknik 

ini dapat menciptakan kesan bahwa 

manager atas peduli dan tidak segan untuk 

turun lapngan. 

b. On the spot report (laporan di 

lapangan). 

Teknik ini hampir sama dengan teknik 

on the spot observation. Hanya saja teknik 

ini menggunakan perantara laporan dalam 

pelaksanaannya. Laporan penyelenggara 

tersebut dibuat dan diserahkan langsung 

pada manajemen. 

2. Pengawasan Tidak Langsung (indirect 

control. 

Merupakan pengawasan dari jarak 

jauh melalui laporan yang disampaikan 

dari bawahan. Laporan ini dapat 

berbentuk: 

a. Laporan tertulis. 

Laporan tertulis adalah laporan yang 

dibuat oleh penyelia untuk atasan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan 

yang telah dilakukan. Kemudian atasan 

akan mengukur sejauh mana pelaksanaan 

suatu kegiatan dengan perencanaan yang 

ditetapkan. 

b. Laporan lisan. 

Proses penyampaian laporan secara 

lisan berlangsung secara beerkala, laporan 

tersebut berisi perkembangan proses 

pencapaian tujuan baik dari segi negatif. 

Penyelia memberikan laporan lisan tentang 

hasil pekerjaannya sementara atasan dapat 
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bertanya lebih lanjut unruk memperoleh 

fakta-fakta yang diperlukan. 

Menurut Daly Erni (2008,23) jenis-jenis 

pengawasan : 

1. Pengawasan intern dan ekstern 

a. Pengawasan intern. 

Pengawasan yang dilakukan oleh orang 

dari badan/unit/instansi di dalam 

lingkungan unit tersebut. Dilakukan 

dengan cara pengawasan atasan langsung 

atau pengawasan melekat.Pengawasan 

ekstern. Pengawasan yang dialkukan di 

luar badan/unit/intansi tersebut. 

2. Pengawasan Preventive dan Refresif 

a. Pengawasan Preventif : sebelum 

kegiatan dilaksanakan 

b. Pengawasan Refresif : setelah kegiatan 

dilaksanakan 

3. Pengawasan aktif dan pasif 

a. Pengaswasn aktif erupakan jenis 

pengawasan yang dilaksanakan di 

tempat kegiatan yang bersangkutan. 

b. Pengawasan pasif melakukan penelitian 

dan pengujian terhadap surat-surat 

pertanggungjawaban yang disertai 

dengan bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran. 

Untuk mempermudah pelaksanaan 

pengawasan maka daiperlukan proses 

pelaksanaan pengawasan untuk 

merealisasikan tujuan yang ditetapkan. 

Adapun pengawasan yang baik itu terdiri 

atas beberpa proses yang harus dilalui. 

Yang dimaksud dengan  proses 

pengawasan adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan dalam pengawasan. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan 

(2011,245) proses pengawasan dapat 

dilakukan dengan fase-fase berikut: 

1. Menentukan standar-standar yang akan 

digunakan dasar pengawasan. 

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang 

telah dicapai 

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil 

yang dicapai. 

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika 

terdapat peyimpangan agar pelaksanaan 

dan tujuan sesuai dengan rencana. 

Faktor yang Mempengaruhi pengawasan, 

berikut akan dikemukakan oleh para ahli 

sebagai berikut : menurut Mulyadi 

(2007:770), mengemukakan beberapa 

faktor – faktor yang mempengaruhi 

pengawasan adalah: 

1. Perubahan yang selalu terjadi baik 

dari luar maupun dari dalam 

organisasi 

2. Kompleksitas organisasi 

memerlukan pengawasan formal 

karena adanya desenralisasi 

kekuasaan; 
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3. Kesalahan/penyimpangan yang 

dilakukan anggota organisasi 

memerlukan pengawasan. 

4. Alur Pikir Penelitian 
 

Kerangka Pikir 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sumber: Olahan Peneliti, Maret 2021 

 

C. METODE PENELITAN 

 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan 

didalam penelitian ini adalah jenis 

deskriptif kualitatif, menurut sugiyono 

(2010:33) penelitian deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah atau 

keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta. Penelitian kualitatif 

mempergunakan data yang dinyatakan 

secara verbal dan kualifikasinya bersifat 

teoritis. 

Peneliti menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan pertimbangan 

agar bisa mendeskripsikan keadaan, gejala, 

dan masalah yang terjadi pada Pengawasan 

Dinas Perhubungan Dalam Penertiban 

Angkutan Bus di Kecamatan Kapuas 

Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, peneliti 

mendeskripsikan hasil penelitian secara 

objektif dan kompleks sesuai dengan 

kondisi di lapngan sesungguhnya. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Alat 

Pengumpulan Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pedoman observasi, 

pedoman wawancara, serta alat 

dokumentasi. Pada penelitian ini teknik 

keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan triangulasi 

waktu. Selain itu, teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Optimalnya Penertiban Angkutan Bus (AKDP) 

Trayek Sanggau – Pontianak di Kabupaten Sanggau 

Teori 
Teknik Pengawasan Hasibuan ( 2011:244). 

1. Inspeksi Langsung 
2. Pengamatan di lapangan 

3. Laporan di lapangan. 

Masalah Penelitian 

1. Menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada 
tempat yang di tetapkan. 

2. Masih terdapat bus yang tidak memilki 
kelengkapan jalan sehingga tidak laik jalan. 

3. Masih adanya pengemudi bus yang tidak memilki 
kelengkapan administrasi seperti tabda uji 
kelaikan/buku KIR yang telah mati dan KP yang 

tidak diperpanjang 

JUDUL 
 

PENGAWASAM DINAS PERHUBUNGAN DALAM 

PENERTIBAN AGKUTAN BUS DI KABUPATEN 

SANGGAU 

PERATURAN 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG 

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM 

DALAM TRAYEK 
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reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data serta penarikan kesimpulan. 

 

D.  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan proses pelaksanaan 

Pengawasan Dinas Perhubungan dalam 

penertiban angkutan bus di Kabupaten 

Sanggau. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara. Peneliti menjelaskan hasil 

penelitian di lapangan dengan 

menggunakan teori yang dikemukakan 

oleh Hasibuan sebagai pisau analisis 

penelitian. Teori yang dikemukakan oleh 

Hasibuan memiliki 3 indikator yang dapat 

digunakan untuk menganlisis fungsi 

pengawasan Dinas Perhubungan dalam 

penertiban angkutan bus di Kabupaten 

Sanggau. Teori yang dikemukakan adalah 

teori pengawasan langsung meliputi 

inspeksi langsung, Pengamatan di 

lapangan, laporan di lapangan. Sebagai 

berikut : 

a. Inspeksi Langsung 

Dalam pengawasan langsung 

melalui inspeksi langsung, seorang 

pemimpin melakukan pengawasan secara 

langsung dengan turun ke lapanagan atau 

tempat kegiatan dilaksanakan. Dalam hal 

ini pemimpin suatu intansi seperti kepala 

dinas atau kepala bidang dan kepala seksi 

mendatangi dan melakukan pemeriksaan 

secara seksama terhadap objek yang 

diawasi. Melalui cara inspeksi langsung, 

dapat dilihat atau bertujuan mengetahui 

petugas penyelenggara dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Dengan 

melakukan inspeksi langsung maka terjadi 

kontak langsung antara atasan dan 

bawahan sehingga memberikan kepuasan 

tersendiri bagi bawahan, karena bawahan 

merasa diperhatikan. Inspeksi langsung 

yang dilakukan adalah pemeriksaan secara 

seksama untuk mengetahui kesiapan 

maupun proses kegiatan yang 

diilaksanakan apakah sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Pengawasan terhadap 

angkutan umum baik itu angkutan barang 

ataupun angkutan orang merupkan 

kewenagan Dinas Perhubungan. 

Pengawasan teradap angkutan bus 

masuk sebagai pengawasan rutin yang 

dilakukan oleh petugas, dalam hal ini 

adalah petugas terminal. Selain dari 

pengawasan rutin, Dinas Pehubungan juga 

melakukan pengawasan secara berkala. 

Pengawasan berkala yang  dimaksud 

adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan pada saat perayaan 

keagaaman. Biasanya pengawasan berkala 

dilakukan sebelum perayaan agama yang 

dimaksud dimulai. Secara tehnik yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan sangat 

berdampak positif pada masyarakat 
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khususnya pengguna jasa transportasi 

umum, karena secara langsung 

memberikan kesan bahwa pemerintah 

memiki kepedulian terhadap angkutan 

umum khususnya angkutan bus. Dinas 

Perhubungan melakukan pengawasan 

secara rutin dan berkala sebagai upaya 

meminimalisir kegagalan teknis kendaraan 

yang mengangkut maupun human eror. 

b. Pengamatan di Lapangan 

Tehnik   ini  merupakan  pengamatan 

langsung yang dilakukan oleh manajemen 

dalam hal  ini  manajemen  mengamati 

bagaimana    petugas    operasional  di 

lapangan menyelesaikan tugas –  tugas 

yang  diberikan  kepadanya.  Pengamatan 

dilapangan   bisa   dikatakan   merupakan 

tehnik pengawasan yang dilakukan dengan 

cara mengamati secara langsung yang 

dilakukan oleh petugas pengawas dan 

dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan   Dalam   Penertiban 

Angkutan Bus di Kabupaten Sanggau. 

Petugas  pengawas   dari Dinas 

Perhubungan   tidak  hanya  mengawasai 

angkutan bus yang ada di terminal melalui 

petugas   terminal,   tetapi   melakukan 

pengawasan dari pagi hari melalui patroli 

lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) apabila 

menemukan suatu pelanggaran lalu lintas 

petugas pengawas dari dinas perhubungan 

hanya  dapat    menghimbau atau 

menertibkan. Petugas pengawas dari Dinas 

Perhubungan dapat mengarahkan 

pentingnya mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dan menjaga 

kenyamanan serta keamanan lalu lintas. 

Bidang lalu lintas dan angkutan jalan 

bertanggung jawab terkait dengan 

penertiban angkutan umum baik barang 

maupun penumpang, serta inspeksi 

terhadap angkutan tersebut. Bidang lalu 

lintas dan angkutan jalan Dinas 

perhubungan juga memiliki wewenang 

dalam mengeluarkan izin angkutan umum 

beroperasional. 

Pengamatan yang dilakukan yaitu 

mengamati jalannya kegiatan pengawasan, 

petugas yang melakukan pengawasan 

melakukan pengamatan secara langsung 

dengan patroli di jalan pada pagi hari. 

Petugas pengawasan merupakan pegawai 

dari Dinas Perhubungan yang biasanya 

berjumlah 12 orang untuk sekali 

melakukan pengawasan seperti penertiban 

lalu lintas dan angkutan melalui razia. 

Dalam melakukan kegiatan pengawasan 

apalagi yang berhubungan dengan lalu 

lintas tentu memerlukan ketersediaan 

personil yang cukup banyak agar kegiatan 

pengawasan berjalan lancar dan lalu lintas 

yang padat tidak terjadi penumpukan 

karena lamanya proses pemeriksaan. 

Dinas Perhubungan sudah berusaha 
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semaksimal mungkin dalam upaya 

penertiban angkutan bus. Mulai dari 

penertiban, razia dan juga inspeksi 

kendaraan yang dilakukan setiap tahun. 

Apabila angkutan bus terbukti melannggar 

ketertiban maka akan ada sanksi yang 

harus diterima oleh sopir angkutan 

tersebut. 

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti diatas dapat 

diketahui bahwa dalam rentang waktu 

pukul 07.00 wib hingga 12.00 wib. 

Terdapat angkutan bus yang melakukan 

pelanggaran ketertiban dengan menaikkan 

dan menurunkan penumpang di tempat 

selain halte dan terminal meskipun sopir 

angkutan bus mengetahui tentang 

laranagan tersebut. Dalam pengamatan 

yang dilakukan, tidak ditemukannya pihak 

petugas Dinas Perhubungan yang 

melakukan pengawasan, sehingga 

pelanggaran yang dilakukan oleh sopir 

angkutan bus tidak mendapatkan sanksi 

seperti yang dinyatakan. Masalah yang 

masih terjadi tersebut tentunya menajdi 

dampak negatif dari sistem pengawasan 

yang telah dijalankan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sanggau. 

c. Laporan di Lapangan 

Laporan di lapangan merupakan 

suatu bentuk pengawasan langsung 

melalui cara laporan di tempat, yaitu dari 

petugas pengawas seperti petugas terminal 

ke pegawai pengawas. Pegawai pengawas 

meminta laporan atau berkas sehubungan 

dengan pengawasan angkutan bus pada 

saat  berangkat    atau  menurunkan 

penumpang di terminal. Selain itu petugas 

pengawas   juga   memberikan laporan 

kepada atasan seperti bidang terkait setelah 

kegiatan    pengawasan  dilakukan   atau 

sebelum kegiatan pengawasan dilakukan. 

Laporan   yang diberikan berisi 

kondisi atau kendala yang dihadapi selama 

di lapangan secara langsung. Teknik ini 

bertujuan    melengkapi    pengawasan 

langsung   di lapangan  dan  dapat 

memperkuat maupun membuktikan hasil 

dari pengawasan langsung yang dilakukan. 

Petugas pengawas melakukan pengecekan 

mengenai kesiapan angkutan bus sebelum 

berangkat ke tujuan, petugas pengawas ini 

adalah    petugas  terminal.  Selain    dari 

kondisi secara fisik angkutan, petugas juga 

memeriksa   kelengkapan jalan   sopir 

angkutan. selain dari petugas  terminal 

yang  melakukan   pengawasan,    juga 

terdapat petugas pengawas dari pegawai 

Dinas   Perhubungan   yang    melakukan 

patroli setiap pagi, selain itu pada saat – 

saat tertentu melakukan pengawasan 

seperti razia dan melakukan inspeksi 

keselamatan kendaraan angkutan umum 

berupa rampcheck setiap tahun atau di hari 
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besar perayaan keagaaman. Setiap 

kegiatan yang dilakukann oleh petugas 

pengawas dari Dinas Perhubungan selalu 

menyertakan laporan langsung di lapangan 

secara aktual. Data yang diterima secara 

aktual dilaporkan kepada pemimpin 

organisasi yaitu Kepala Dinas dan 

pemimpin bidang terakait pengawasan 

tersebut. Data yang diterima hanya bersifat 

umum dan sementara, sedangkan berkas 

laporan secara resmi dan lebih rinci sudah 

ada jadwal sesuai dengan aturan yang ada 

di organisasi. 

Dalam menyampaikan laporan 

secara umum, para petugas tersebut 

memberikan laporan melalui Grup 

Whatsapp yang dibuat oleh Dinas 

Perhubungan, grup whatsapp ini dibuat 

untuk internal Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sanggau. Didalamnya dimuat 

laporan – laporan hasil pengawasan yang 

dilakukan oleh petugas dari Dinas 

Perhubungan secara aktual. Selain 

memberikan laporan secara tertulis di grup 

whatsaap tersebut, para pegawai juga 

memberikan laporan dalam bentuk 

dokumentasi berupa foto pada saat 

kegiatan dilaksanakan. Hal tersebut agar 

pesan atau laporan yang disampaikan 

keasliannya tidak di pertanyakan atau 

terbukti terjadi di lapangan. Selain laporan 

melalui grup whatsapp, para pegawai 

Dinas Perhubungan yang melakukan 

kegiatan pengawasan biasanya melaporkan 

secara lisan kepada Kepala Bidang dan 

Kepala Dinas. Laporan yang masuk setiap 

hari melalui grup ini nantinya akan di 

rekap dan akan di laporkan secara tertulis 

di dalam dokumen resmi, untuk di 

pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu 

dalam penyampain laporan pegawai tidak 

boleh asal – asalan  dalam 

mengerjakannya, harus sesuai dengan 

fakta yang terjadi di lapangan. 

Berdasarkan laporan yang diberikan 

tersebut, juga sebagai bukti kepada atasan 

bahawa para pegawai Dinas Perhubungan 

telah menajalankan tugas pengawasannya. 

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengawasan langsung dengan tehnik 

Inspeksi Langsung yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan dalam Penertiban 

Angkutan Bus di Kecamatan Kapuas 

sudah cukup baik, namum belum optimal. 

Pengawasan Dinas Perhubungan dianggap 

cukup baik terbukti dengan adanya kegitan 

pengawasan dengan jadwal pengawasan 

yang dibuat oleh Dinas Perhubungan. 

Dinas Perhubungan tidak melakukan 

pengawasan secara optimal hal ini 

dikarenakan pengemudi angkutan bus juga 
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tetap melanggar aturan yang berlaku 

meskipun telah mengetahui aturan tentang 

menaikkan penumpang dan menunrunkan 

penumpang di luar halte dan terminal. 

2. Tehnik Pengamatan Di Lapangan (On 

The Spot Observation).Dinas perhubungan 

melakukan pengawasan langsung dalam 

penertiban angkutan bus di Kecamatan 

Kapuas dengan melakukan tehnik 

pengamatan di lapangan. Akan tetapi 

dalam pelaksanaanya kurang optimal. 

Dinas Perhubungan memiliki  kendala 

yaitu kekurangan personil  yang 

dibutuhkan untuk kegiatan turun di 

lapangan, idealnya dalam sekali kegiatan 

razia memerlukan sekitar 20 orang. Tetapi, 

jumlah yang pegawai yang melakukan 

pengawasan yang dapat dipenuhi oleh 

Dinas Perhubungan hanya berkisar 12 

orang. 

3. Tehnik Laporan Di Lapangan (On The 

Spot Report). Tehnik Laporan di lapangan 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sanggau sudah dilakukan 

dengan baik, terbukti dengan pembuatan 

laporan dari Pegawai Pengawas, Petugas 

Terminal, Kepala seksi dan Kepala 

Bidang. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian ini yang telah diuraikan diatas 

peneliti dapat memberikan saran. Saran 

yang diberikan kiranya sedikit banyak 

dapat memberikan manfaat untuk 

pertimbangan dalam mengatasi 

permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini, saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti terkait dengan Pengawasan Dinas 

Perhubungan dalam penertiban angkutan 

bus di Kabupaten Sanggau adalah. 

1. Diharapkan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sanggau untuk lebih 

menegaskan dan menekankan kepada 

pegawai yang melakukan pengawasan 

untuk meningkatkan kinerjanya dan 

lebih tegas dalam melakukan 

pengawasan. Sehingga pengawasan 

yang dilakukan dapat menjadi optimal. 

2. Dinas Perhubungan  Kabupaten 

Sanggau diharapkan dapat menghimbau 

dan memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat pengguna jasa untuk tidak 

menunggu angkutan bus di tempat 

selain halte dan terminal. Sehingga 

masyarakat memahami aturan dan tidak 

menunggu angkutan bus di tempat 

selain halte dan terminal. 

3. Diharapkan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sanggau untuk lebih tegas 

dan melakukan penindakan terhadap 

angkutan bus yang tidak memenuhi 

standar kelaikan jalan, sehingga tidak 
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ditemukan lagi angkutan bus tersebut 

yang masih beroperasi. 

4. Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sanggau diharapkan dapat lebih 

optimal melakukan pengawasan 

dalam penertiban angkutan bus 

yang menaikkan dan menurunkan 

penumpang di tempat selain halte 

dan terminal. 

5. Dinas perhubungan perlu 

menambah jumlah SDM dan 

menambahkan PPNS, sehingga 

kekurangan personil untuk 

melakukan kegiatan pengawasan 

tidak menjadi kendala. 
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